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Penelitian ini bersumber pada putusan PTTUN Surabaya Nomor : 
03/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY, yang bertujuan untuk mengetahui dan 
menganalisis pertimbangan hukum Hakim mengenai Alur Penyelesaian Sengketa 
Tata Usaha Negara Dalam Gugatan Terhadap Keputusan KPU Tentang Penetapan 
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang 
undangan. 
 
Berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 
pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di 
Bawaslu Provinsi dan atau Panwas Kabupaten/ Kota telah dilakukan. 
 
Berdasarkan Penelitian dan pembahasan Hakim menyatakan Penggugat 
mendasarkan gugatannya pada pasal 153 dan 154 Undang Undang Nomor 1 
Tahun 2015 karena obyek sengketanya merupakan Keputusan KPU mengenai 
penetapan peserta calon pemilihan Kepala Daerah Lombok Tengah yang 
mensyaratkan harus dilakukannnya upaya administratif ke Panwaslu terlebih 
dahulu. Tetapi Penggugat ini tidak melakukan Upaya administratif ke Panwaslu 
melainkan penggugat hanya melakukan pelaporan terhadap dugaan pelanggaran 
penyelenggaraan pemilihan kepada Panwaslu mengenai adanya dugaan tindakan 
kecurangan yang dilakukan KPU dalam memverifikasi hasil jumlah minimal 
dukungan yang dalam kewenangannya bukan diselesaikan melalui Peradilan Tata 
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Negara. 












DISPUTE RESOLUTION PROCEDURES OF THE STATE  
ADMINISTRATION IN A LAWSUIT AGAINST KPU DECISION ON  
DETERMINATION OF PARTNER CANDIDATES OF REGIONAL HEAD  
ELECTIONS. 
 








This study which comes on the decision Administrative High Court of 
Surabaya No.03/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY, aims to identify and analyze the 
legal considerations of justice of the Procedure State Administrative Settlement of 
Dispute In Lawsuit Against KPU Decision On the determination of partner 
Candidates of Regional Head elections.. This research used normative juridical 
research, with the approach of the laws. 
 
Pursuant to Article 154 paragraph (1) of Law No. 1 of 2015 of filing a 
lawsuit over disputed elections to the state administration of the State 
Administrative High Court makes after the entire administrative effort in Election 
Supervisory Agency of Province or Election Supervisory Committee of District / 
City have been done. 
 
Based on the research and discussion judge said plaintiff bases its claim on 
Article 153 and 154 of Law No. 1 of 2015 as the object of the dispute is KPU's 
decision regarding the determination of candidates for Head of Region election of 
Central Lombok that requires administrative effort to Election Supervisory 
Committee done in advance. However, plaintiff does not do administrative effort 
to Election Supervisory Committee, but the claimant reports the suspected 
violation of the conduct of elections to the Election Supervisory Committee 
regarding the alleged acts of fraud committed KPU to verify the results of a 
minimal amount of support that the authority is not resolved through the State 
Administrative Court but should be authorized committee Election Supervisory 
Committee to complete. 
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